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Abstract

At the the case of of domestic violence,
the perpetrator usually thinks that he is the highest
in the family so that the perpetrator can arbitrarily
do whatever he wants, the perpetrator deliberately
and consciously in carrying out his actions against
the victim.

In sociological juridical approach method,
law as a social institution that is linked to other
social causes. A legal services and protection at

Sintang Resort Police are enable the victims to

use legal assisstance from advocates. In fact, it
is not happen. The investigators coordinate with
relevant agencies such as the Social Service and
Protection of women and children to assist the
victims of doestic violence. This aim to assist the
victims at the investigation stage, prosecution,and
trial. Furthermore, there are some of limitation
faced on this case. The unsupported
infrastructure, shelters that have not been well
prepared, and the limited of police personnel

(policewomen) in providing services to victims of
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domestic violence. Meanwhile, the responsibility
for building a shelter is the authority of the Social
Service of Sintang Regency, while the police
are partners who are members of the P2TPA

(Integrated Service Center for the Protection of

Women and Children) in Sintang Regency.

There are some Efforts nust be done
through socializing the Law on Domestic
Violence to the community. This community
especially means the women of neighborhood
unit, the Women’s Association, and seminars of
family integrity by PPA SATRESKRIM Unit of
the Sintang Resort Police. In conclusion, Sintang
Police Resort has provided maximum protection
to victims of domestic violence. The police
officer are providing 1x24 hour service through
coordination with the specialists doctors to make
sure whether there are minor or serious injuries
to the victim and asking social workers to assist
when submitting a police report. There is no
shelter house yet. The Efforts have been made
to protect victims under applicable laws and

regulations.

Keywords: Protection, Law, Domestic Violence.

PENDAHULUAAN

Dalam  kehidupan  berbangsa dan

bernegara tentu saja setiap warga negaranya

memiliki hak asasi manusia yang sama, maka dari

itu setiap orang harus mampu mengembangkan
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dirinya dalam kehidupan bermasyarakat
demi kelangsungan hidupnya, karena sebagai
manusia tidak akan bisa hidup sendiri sebagai
makhluk sosial dan sudah menjadi kordat alam
bahwa manusia hidup berkelompok. Dalam
kehidupan berkelompok sekurang-kurangnya
terdiri dari dua atau tiga orang. Seperti dalam
keluarga kecil dalam rumah tangga yaitu
terdiri dari suami, istri dan anak. Kelompok
ini timbul dari adanya suatu perkawinan,
namun adanya ikatan perkawinan

Kekerasan dalam rumah tangga
menurut UU PKDRT adalah: “setiap perbuatan
terhadap seseorang terutamaperempuan,yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atauperampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga.”Mengapa dikatakan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT), karena antara palaku
dan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) memiliki hubungan yang
erat seperti hubungan darah, kekeluargaan,
bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal
dan bekerja dalam keluarga tersebut dalam
kurun waktu tertentu. Kekerasan dalam
rumah tangga tak luput dari peran pelaku dan
korban, entah kekerasan tersebut diakibatkan
murni oleh pelaku ataupun ada faktor
pendorong dari Peran pelaku dalam terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga sangat besar,

sebab biasanya yang menjadi pelaku dalam
kekerasan tersebut adalah suami. Melihat
kedudukan tertinggi dalam rumah tangga
adalah suami sebagai nahkoda dari rumah
tangga karena suami dianggap lebih kuat dari
perempuan,sedangkan yang menjadi korban
biasanya adalah istri atau anak yang dalam
hakikatnya istri haruslah patuh pada suami.
Polres Sintang telah menerima
laporan pengaduan korban kekerasan dalam
rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku
seperti pada tabel dibawabh ini:
Tabel.1.1.  Perkembangan  Kasus

KDRT di Polres Sintang

No | Tahun | Cabut | Sidang | Jumlah
Laporan Kasus

1 2013 4 3 7

2 2014 10 1 11

3 2016 1 5 6

4 2017 3 1 4

5 2018 1 3 4

6 2019 4 0 4

Total 36

Sumber : Data Polres Sintang 2020.

Metode penelitian yang akan dilakukan
dalam penyusunan Proposal penlitian ini
adalah penelitian hukum empiris sosioogi.
Sedangkan  penelitian  hukum  empiris
dilakukan dengan cara meneliti data primer,
yang diperoleh langsung di lapangan.*

Untuk itu  penulis  menggunakan
pendekatan Yuridis Sosiologis (empiris)
dengan meengunakan deskriptif analisis yaitu
menggambarkan dan menganalisa fakta —

fakta yang terjadi atau terkumpul dan tampak

1 Ibid, hal 14.
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sebagaimana adanya pada saat penelitian akan
dilakukan.
a. Penelitian kepustakaan (Library

Research)

Yaitu  dengan mempelajari
buku — buku literatur yang ada
hubungannya dengan masalah

penelitian.

b. Penelitian lapangan (Field

Research)

Yaitu melakukan  penelitian
secara langsung ke lapangan
untuk mendapatkan data dengan
cara mengamati  bagaimana
perlindungan hukum terhadap
korban kekerasan dalam rumah
tangga yang ditangani oleh Polres

Sintang.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil oberservasi
yang dilakukan oleh penulis di Kantor
Polres Sintang® berikut penulis sajikan data
perkembangan kasus yang ditangani oleh
Polres Sintang dari tahun 2013 sampai tahun
2020.

Tabel 4.1. Data Kasus KDRT tahun

2013 s/d 2020
No Tahun Jumlah Kasus
1 2013 7
2 2014 11
3 2016 6
4 2017 4
5 2018 4

2 Hasil Observasi 4-November-2020

6 2019 4
7 2020 4

Sumber data: Polres Sintang November 2020

Dari data yang penulis sajikan diatas
bahwa terdapat penambahan 1 (satu) kasu dari
tahun 2019 ke tahun 2020, atas peningkatan
angkat kasus tersebut menunjukkan bahwa
masih kurangnya kesadaran keluarga akan
tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan
keluarga. Selain itu dari 5 kasus itu yang
sudah berakhir tanpa sampai ke persidangan
hanya 3 kasus sedangkan 2 kasus masih
dalam tahap persidangan. Akan hal itu penulis
menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah
kepolisian resort sintang telah mengalami
kenaikan baik dari segi motif maupun modus
yang dilakukan.

A. Perlindungan Hukum terhadap korban
tindak pidana Kekerasan dalam Rumah
tangga (KDRT) di Kecamatan Sintang.

Terdapat empat orang pelaku di atas
merupakan bahan kajian penulis setelah
penulis melakukan ~ wawancara terkait
dengan faktor terjadinya kekerasan terhadap
isteri yang dilakukan pelaku. Keempat
pelaku tersebut yaitu saudara BJ MHA, SN
dan RF kemudian dari wawancara dengan

BJ, bahwa motif yang mendasari pelaku

memukul istrinya sampai mengalami luka

berat dikarena mabuk. Lain halnya dengan

MHD yang memukul istrinya karena merasa

jengkel selalu dicurigai oleh istrinya bahwa
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MHD selingkuh, padahal menurut MHD dia
tidak selingkuh hanya istrinya terbujuk oleh
tetangga yang seakan — akan suaminya MHD
selingkuh dengan wanita lain. Kasus yang
lain juga menimpa saudari Bta diselingkuhi
suaminya disaat Bta melihat handphone
pelaku ada foto mesra pelaku dan wanita
lain dengan dalih tersebut pelaku langsung
marah dan memukul Bta si korban. Pria dan
wanita yang belum lama menikah dan istrinya
sering memarahi suaminya karena tidak ada
pekerjaan atau pendapatan dan istri malu
karena masih menumpag di rumah orang tua
karena selalu beretngkar dan di omelin sama
istri si suami lalu memukuli istrinya sendiri
sampai memar mata istri nya .

Dari sekulumit keempat cerita
dan kasus yang memilukan diatas penulis
mencoba untuk merenungkan bahwa suami
melakukan kekerasan terhadap istri karena
perselingkuhannya diketahui oleh  istri
dan karena faktor ekonomi. Kemiskinan
merupakan akar permasalahan yang utama
di Indonesia ini menjadi penyebab mengapa
seseorang melakukan kejahatan demikian
dikatakan , Soerjono Soekanto®, dalam
bukunya Suatu Pengantar Kriminologi
bahwa salah satu masalah struktutral yang
perlu diperhatikan dalam analisa kriminologi
di Indonesia adalah masalah kemiskinan.
Kemiskinan tersebut merupakan bentuk dari
proses pemelaratan atas ketidakadilan social

yang memerlukan perubahan — perubahan
3 Ibid himn 60

sturuktural guna merengutkan cengkeraman
struktural yang memiskinkan tersebut. Korban
mengatakan bahwa perselingkuhan dapat kita
lihat apabila suami tersebut sudah memiliki
tanda — tanda beberapa hal berikut ini:

1. Suami Menyembunyikan Alat
komunikasi (HP) sehingga tidak
mau dipinjamkan kepada orang lain
termasuk anak dan istrinya. Takutnya
sms dan telponan dari selingkuhannya
ketahuan.

2. Suami akan marah — marah kepada
istri apabila sudah pulang kerumah
dengan tidak memiiki alasan. Agar
istri  memarahinya dan bertengkar
sehingga suami mengajak cerai.

3. Suami sudah jarang memberikan uang
belanja dan uang jajan untuk anak
— anaknya dengan dalih uang selalu
habis.

4. Suami susah dihubungi baik melalui
telponan dan pesan singkat dengan
dalih suami istri sedang sibuk.

Empat point diatas juga berlaku kepada
istri yang melakukan perselingkuhan dengan
suaminya, oleh sebab itu penulis merasa
terharu dan sekaligus risih dengan apa
yang sudah penulis ketahui, karena banyak
sekali kejahatan yang dilakukan oleh suami
terhadap istri ataupun istri menipu suaminya
karena hanya dia melihat diluar sana ada yang
lebih baik dari istri/suami yang ada dirumah.

Kemiskinan merupakan factor kedua yang
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menyebabkan kejahatan, kemiskinan
yang terjadi pada sebuah keluarga akan
mengakibatkan suami atau istri akan membuat

keluarga tersebut menemui masalah.

Pelayanan terhadap korban KDRT ini
harus menggunakan ruang pelayanan khusus
di kantor kepolisian dengan sistem dan
mekanisme kerja sama program pelayanan
yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah
dan masyarakat perlu segera membangun
rumah aman (shelter) untuk menampung,
melayani dan mengisolasi korban dari pelaku
KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai
tugas dan kewenangannya dapat melakukan
penyelidikan, penangkapan dan penahanan
dengan bukti permulaan yang cukup dan
disertai dengan perintah penahanan terhadap
pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat
melakukan penangkapan dan penahanan tanpa
surat perintah terhadap pelanggaran perintah
perlindungan, artinya surat penangkapan dan
penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24
jam. Berdasarkan hasil wawancara penulis
dengan AIPDA Budi Wijayadi Anggota
Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang“terkait
bentuk perlindungan yang di berikan oleh
pihak kepolisian terhadap korban KDRT

dengan berbagai cara:

Perlindungan hukum yaitu dimana proses
pelaporan korban KDRT sampai pemberkasan
olen  penyidik sampai dilimpahkannya

tersangka ke Kejaksaan. Kemudian dengan

4 Hasil wawancara 4 November 2020

bentuk Konseling dimana korban datang ke
unit PPA Polres Sintang dan berkordinasi
terkait permasalahan KDRT yang dialami
korban dan petugas memberikan saran
dan masukan kepada korban. Selanjutnya
menurut Bapak AIPDA Budi Wijayadi terkait
tanggapan korban yang diberikan korban
kepada Polres Sintang karena korban KDRT
bias langsung berkoordinasi ke petugas bidang
unit PPA. Kemudian terkait perkembangan
kasus dalam kurun waktu 3 tahun dilihat dari
data rata — rata Polres Sintang menangani
KDRT lebih banyak seorang perempuan yang
sudah berkeluarga dibandingkan dengan anak

—anak yang menjadi korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis
dengan Bapak AIPDA Budi Wijayadi
Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres
Sintang dalam  memberikan pelayanan
kesehatan kepada korban, terdapat Dokter
yang memeriksa korban dengan standar
profesinya dan membuat laporan tertulis atas
hasil pemeriksaan itu kepada korban dan
visum et repertum atas permintaan penyidik
kepolosian atau surat keterangan medis yang
dimiliki kekuatan hukum yang sama sebagai

alat bukti.

Kemudian kata bapak AIPDA Budi
Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim
Polres Sintang yang saya wawancarai
dipersilankan untuk korban menginap di
rumah aman atau selter yang mana sudah

ada petugas berada disana, tetapi seringkali
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korban menolak untuk tinggal di rumah
aman atau selter dengan memilih tinggal
dirumah sendiri atau dirumah keluarga.
Selanjutnya kepada korban kekerasan dalam
rumah tangga juga ditawarkan oleh penyidik
dapat menggunakan pendampingan hukum
dari advokat namun biasa nya korban tidak
menggunkan pendampingan hukum, dan
biasanya untuk pendampingan terhadap
korban penyidik berkoordinasi  dengan
instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas
Perlindungan Prempuan dan Anak dalam
rangka memberikan pendampingan kepada
korban baik dari tahap penyidikan, penuntutan
dan sampai persidangan yang dilakkan oleh

pekerja sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis
dengan Bapak AIPDA Budi Wijayadi Anggota
Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang yang
menjadi factor terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga yaitu dikarenakan:
1. Wanita lain

Terdapatnya selingkuhan atau wanita

lain.
2. Ekonomi

Suami tidak atau belum mampu

memberikan atau mencukupi
kebutuhan rumah tangga.

3. Perkawinan usia muda
Pasangan suami/istri yang belum
dewasa seringkali melakukan

kekerasan kepada pasangannya karena

tidak mampu mengendalaikan emosi
disaat mereka bertengkar.
B. Faktor - Faktor penghambat
perlindungan Hukum terhadap korban
tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) di Kecamatan Sintang

Menurut Bapak AIPDA Budi Wijayadi
Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang
terkait dengan factor penghambat pemberian
perlindungan hukum dapat dibedakan baik
fisik maupun non fisik. Untuk fisik yaitu
apabila kasusnya menyangkut korban akibat
kekerasan tetapi pada saat setelah dilakukan
Visum ET Repertum tidak ada tanda kekerasan
fisik dimana hasil kekerasannya tidak muncul
(kejadian sudah lama) sehingga mempersulit
petugas melakukan penyidikan. Secara non
fisik apabila korban mengalami kekerasan
fisik dan yang Nampak namun korban tidak
memiliki hubungan dengan pelaku (ikatan

perkawinan sah) atau tidak adanya surat nikah.

Solusi yang diberikan oleh pihak Unit
PPA Polres Sintang terhadap hambatan
di atas berupa non fisik yaitu dengan cara
petugas/ penyidik menambah ancaman pidana
kepada pelaku dengan pasal 351 KUHP
(Kitab Undang — Undang Hukum Pidana)
tentang penganiayan agar syaratnya mudah
dibuktikan. Solusi yang dilakukan oleh unit
PPA terhadap hambatan yang berupa Fisik
adalah dengan cara Pelaku dan telrapor

dipanggil oleh penyidik untuk dilakukan
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mediasi dan pelaku dibuatkan surta pernyataan
agar tidak mengulangi perbuatannya kepada
korban yang dihadiri oleh dinas terkait yaitu
DKBP3A.

Berbagai kendala yang diahadapi
olenh pihak kepolisian dalam memberikan
perlindungan kepada korban kekerasan dalam
rumah tangga, menurut Bapak AIPDA Budi
Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim
Polres Sintang bahwa kendala yang dihadapi
yaitu sarana prasarana yang tidak mendukung,
seperti rumah aman (shelter) yang belum
disiapkan pemerintah, serta keterbatasan
personil Polri (polwan) dalam melakukan
pelayanan kepada korban kekerasan dalam
rumah tangga. Tanggungjawab pembangunan
rumah aman  merupakan  kewenangan
Dinas Sosial Kabupaten Sintang sedangkan
pihak kepolisian adalah mitra kerja yang
tergabung dalam P2TPA (Pusat Pelayanan
Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak)
Kabupaten Sintang. Dalam wawancara awal
dengan korban, sebuah diskusi dibutuhkan
mengenai apakah korban membutuhkan
tempat penampungan yang aman atau tidak.
Staf harus menginformasikan kepada korban
bahwa tersedia tempat penampungan, bantuan
dan layanan apa saja yang tersedia di tempat
penampungan, pilihan yang dimiliki korban
jika korban memutuskan untuk pindah ke
tempat penampungan (misalnya kembali ke
Indonesia, tuntutan legal, ganti majikan),

dan tidak ada paksaan dalam memilih apakah

korban bersedia masuk ke penampungan
atau tidak. Pihak Kepolisian tidak memiliki
personil dan tempat (shelter) namum pihak
kepolisian berkoordinasi bersama dengan
instani terkait yaitu dinas sosial dan dinas
perlindungan perempuan dan anak untuk
menampung  korban sementara selama

terjadinya penyidikan terhadap tersangka.

C. Upaya - upaya perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana
Kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) di Kecamatan Sintang

Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA
SATRESKRIM Polres Sintang terhadap korban
KDRT adalah dengan cara mensosialisasikan
Undang - Undang Kekerasan Dalam
Rumah Tangga kepada masyarakat seperti
di kalangan ibu — ibu Rukun Tetangga,
Perkumpulan Arisan Ibu — Ibu, bapak-bapak
dan seminar yang mengundang pihak Unit
PPA SATRESKRIM Polres Sintang yang
berkaitan dengan keutuhan keluarga.

Menurut kami upaya sosialisasi
tersebut sudah baik namun ada upaya baru
juga yang dilakukan petugas Unit PPA yaitu
dengan cara penyidik harus berkoordinasi
dengan Ketua RT/RW setempat agar bisa
mencegah pelaku melakukan tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga terhadap
korban.

Menurut Bapak AIPDA Budi Wijayadi
Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres
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Sintang bahwa selain upaya diatas mereka
juga berkoordinasi dengan pekerja sosial dari
dinas sosial dan dinas perempuan dan anak
untuk memberikan pendampingan baik dalam
persidangan maupun diluar persidangan.
Selain advokat yang mendampingi korban
didalam persidangan terdapat juga pekerja
sosial yang mendampingi korban agar
memberikan semangat dan  kepercayaan
diri korban dalam menghadapi kasus yang
menimpanya.
KESIMPULAN

Bahwa pihak Kepolisian Resort Sintang
sudah berusaha memberikan perlindungan
secara maksimal kepada korban Kekerasan
dalam rumah tangga dengan dengan kondisi
yang ada terhadap korban Kekerasan dalam
rumah tangga. Faktor penghambat tidak
maksimalnya perlindungan diberikan oleh
Kepolisian Resort Sintang disebabkan oleh
kekurangan sumber daya manusia yang
dimiliki oleh Polres Sintang dan Belum
adanya Rumah Aman. Upaya yang telah
dilakukan untuk memberikan perlindungan
kepada korban sudah dilakukan sesuai dengan
peraturan — perundang — undangan yang
berlaku hanya saja terdapat beberapa kendala
seperti belum adanya rumah aman atau selter.
SARAN

Sebaiknya Kepolisian Resort Sintang
memiliki Rumah Aman serta didukung
oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Seharusnya ditingkatkan lagi sosialisasi

kepada masyarakat akan meningkatnya
kekerasan dalam rumah tangga di wilayah
kecamatan sintang dengan didukung pada
sumber daya manusia. Seharusnya terdapat
upaya kreatif yang baru namun tidak
melanggar peraturan yang berlaku seperti
adanya pranikah terhadap pasangan yang
ingin menikah.
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